
 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

 
NOMOR 25 TAHUN 2001 

 

TENTANG 

 

UANG INSENTIF ATAS PUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARO JAMBI, 
 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah 

dan Pendapatan Daerah lainnya, dipandang perlu memberikan rangsangan 

kepada pemungut dengan memberikan uang insentif; 

   

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan 

uang insentif atas pungutan pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan 

daerah lainnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3903) juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);   

 

 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3839); 

 

 3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang 

Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2104); 

 

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian  

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3890); 

 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana   

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209);  

 

 

 

 

 



 

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3685) juncto Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3258); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3691); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3692); 

 

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 

 

12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang 

Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian 

Uang Insentif Kepada Dinas Pendapatan Daerah; 

 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman 

Tata Cara Pemeriksaan Pemungutan Retribusi Daerah; 

 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang 

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 

 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen 

Tarif Retribusi; 

 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan 

Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan 

Pendapatan lain-lain; 

 
 

Dengan Persetujuan 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN MUARO JAMBI                                   

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

 



 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

TENTANG UANG INSENTIF ATAS PUNGUTAN PAJAK 

DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN 

DAERAH LAINNYA. 

 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi; 

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi; 

c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi; 

d. Uang Insentif adalah uang yang dibayarkan dari hasil atau besarnya pungutan 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya yang 

diserahkan kepada Pejabat/Petugas yang ditentukan; 
 

 

 

BAB II 

 

TATA CARA DAN BESARNYA UANG INSENTIF 

 

Pasal 2 

 

(1). Uang Insentif sebagaimana dimaksud huruf d Pasal ini diberikan langsung 

kepada yang berhak menurut ketentuan yang berlaku; 

 

(2). Untuk menerima dan mengkoordinir pembayaran kepada yang bersangkutan 

ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah. 
 

 

 

Pasal 3 

 

Besarnya Uang Insentif sebagaimana dimaksud huruf d Pasal 1 Peraturan Daerah 

ini ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dengan rincian sebagai berikut : 

a. 3 % (tiga persen) untuk Dinas/Instansi yang langsung melakukan pemungutan; 

b. 2 % (dua persen) untuk Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten yang turut serta 

membantu kelancaran pungutan yang bersangkutan dan pembayaran diatur 

oleh Dinas Pendapatan Daerah menurut ketentuan yang berlaku. 

 

 
 

BAB III 

 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 5 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

 

 

    Ditetapkan di Sengeti 

    pada tanggal 27 Februari 2001 

 

    BUPATI MUARO JAMBI 

 

     DTO 

 

    Z.BACHRI SALEH, SH 

 

 

 

DIUNDANGKAN DI SENGETI 

PADA TANGGAL 13 MARET 2001 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

 

     DTO 

 

   DRS. MUCHTAR MUIS. 

 

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

MUARO JAMBI 25 SERI B TANGGAL 13 MARET 2001 
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